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ABSTRAK

Pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat dari
dampak bencana sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Mengingat kondisi
geografis, geologis, hidrologis, demografi, serta sosial budaya yang
berpotensi menimbulkan bencana, diperlukan pedoman bagi pemerintah
daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan
bencana di Kabupaten Buleleng harus dilakukan secara terencana, terpadu,
menyeluruh, dan terkoordinasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007, dengan melibatkan seluruh potensi daerah. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Bencana;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
uu No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun
2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 21 Tahun 2008;
PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Bencana dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Penanggulangan Bencana bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan
kepada Masyarakat dari ancaman Bencana; b. menyelaraskan Peraturan
Perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya
penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan
menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan
kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong,
kesetiakawanan, dan kedermawanan; g. menciptakan perdamaian dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; h. mengurangi atau
menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan
maupun kerugian material dan korban jiwa; dan i. meningkatkan kemampuan
Masyarakat dalam menghadapi Bencana baik prabencana, saat tanggap
darurat, dan pascabencana. Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini
meliputi: a. tanggung jawab dan wewenang; b. kelembagaan; c. hak dan
kewajiban Masyarakat; d. peran pemerintah Desa dan Desa Adat, Lembaga
Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah,
Organisasi Kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan
satuan pendidikan; e. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; f. data dan
informasi kebencanaan; g. pendanaan dan pengelolaan bantuan; h. kerja



CATATAN

sama; i. penghargaan; j. pemantauan, pelaporan dan evaluasi; dan k.
penyelesaian sengketa.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 April 2025.

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya

Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan program dan

kegiatan berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Buleleng dan Tim Reaksi

Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng yang telah dibentuk

sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap menjalankan tugas dan

fungsi sampai dengan ditetapkannya forum dan tim berdasarkan Peraturan

Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kontinjensi
Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami Tahun 2022-2027 (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 24);

b. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk
Korban Bencana Atau Musibah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2022 Nomor 57);

c. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana
Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor
59);

d. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027 (Berita Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 49);

e. Keputusan Bupati Nomor 360/496/HK/2021 tentang Forum Pengurangan
Risiko Bencana Kabupaten Buleleng; dan

f.  Keputusan Bupati Nomor 360/568/HK/2022 tentang Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.



